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Motto :

Berusahalah dan Berdoalah

Berserahlah Hanya Kepada-Nya
Sebab Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil

iv

(Lukas 1:37)

Ku persembahkan Kepada :

Kedua Orang Tuaku
Kakak dan Adikku
Keluarga Terdekatku
Teman-teman Terdekatku

Almamaterku
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Manusia memerlukan
orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Tanpa keberadaan orang lain manusia akan
kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai naluri untuk
senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang seimbang tersebut
menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan
tersebut, menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan.'

Dalam proses interaksi sosial tersebut manusia mempunyai hasrat untuk
meneruskan garis keturunannya. Untuk meneruskan garis keturunan tersebut maka
manusia membutuhkan pasangan hidup yang tentunya berlainan jenis kelamin. Hal
ini juga ditunjang dari adanya hasrat biologis setiap manusia. Manusia pasti akan
berusaha untuk meneruskan kelangsungan hidupnya. Seseorang akan mencari
pasangan hidup untuk saling memenuhi kebutuhannya. Proses meneruskan garis
keturunan ini yaitu melalui perkawinan.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar
kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan

manusia, tetapi terjadi juga pada tanaman tumbuhan dan hewan.Perkawinan

! Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu pengantar, PT. Raja Grafido Persada, Jakarta, 1990. hal 127




merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya
manusia yang dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat yang sederhana,
budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju
(modern) maju, luas dan terbuka.’

Di kalangan anggota keluarga masyarakat, kekerabatan yang telah maju,
orang tua/keluarga telah dikalahkan oleh muda-mudi yang tidak mau lagi terikat
dengan kehendak orang tua/keluarga, tidak lagi membeda-bedakan asal-usul
seseorang untuk melakukan perkawinan, sehingga banyak sudah terjadi perkawinan
yang masih mempunyai hubungan darah masih sangat dekat. Walaupun jumlahnya
masih belum begitu besar, tetapi lambat laun hal itu akan dianggap biasa saja.

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci
yaitu perikatan antara dua pihak yang dalam memenuhi perintah anjuran Tuhan Yang
Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta kerabat tetangga
berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dilihat dari segi
keagamaan perkawinan merupakan suatu perikatan jasmani dan rohani yang
membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai serta
keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan
iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak
dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat

membenarkan perkawinan yang berlangsung dalam hubungan sedarah (incesf).

2 . s
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan
Hukum Agama, cv. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 1



Incest adalah hubungan seks yang dilakukan antara keluarga yang masih
mempunyai hubungan darah yang sangat dekat, baik hubungan darah dalam garis
keturunan lurus kebawah atau ke atas (anak dengan orang tua), hubungan darah garis
keturunan menyamping (antara seorang dengan saudara orang tua), garis keturunan
sederajat (anak dengan anak).’

Dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban umat manusia, pengertian
tentang incest pun berkembang dan bervariasi di setiap suku bangsa, suku bangsa dan
clan, dikarenakan bervariasinya pula batasan mengenai istilah hubungan darah,
tergantung dari sistem kekerabatan, khususnya dalam cara menarik garis keturunan :
patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu) atau parental (omnilineal, multilineal,
atau bilateral melalui garis ayah atau ibu).*

Bagi para penganut agama Samawi (berdasarkan wahyu Ilahi) yaitu : Yahudi,
Nasrani, dan Islam, diyakini bahwa perkembang biakan manusia berasal mula dari
nabi Adam dengan isteri Beliau Siti Hawa, sehingga pada generasi awal, manusia
berkembang biak justru melalui perkawinan-perkawinan incest diantara putera-puteri
nabi Adam dan siti Hawa.

Namun setelah jumlah manusia bertambah banyak tersebar diseluruh penjuru
muka bumi di dalam kelompok-kelompok, clan-clan, suku dan bangsa, maka incest

dengan tegas dilarang oleh Allah sebagimana wahyu Ilahi di dalam kitab suci

Al’Quran.

i Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 264
http.www.google.co.id, Hubungan Sedarah, Wikapedia, 3 Februari 2008
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Oleh karena adanya sikap budaya dan agama terhadap incest ini, maka incest
dihadapkan pada masalah moral, yang épabila dilakukan akan dinyatakan sebagai
perilaku menyimpang karena bertentangan dengan konsensus moral yang berlaku,
menganggu harmoni dalam masyarakat, sehingga berbagai hukum adat di Indonesia
seperti: Dayak, Bali, Bugis, Makkasar, Minangkabau, Ambon dan lain-lain, incest ini
diberi istilah sumbang.

Dari kacamata setiap agama, ada perbuatan atau sikap tertentu yang tegas-
tegas dipandang menyimpang, atau benar-benar bertentangan dengan prinsip-prinsip
keagamaan yang mendasar, maka perbuatan atau sikap tersebut adalah sekaligus
merupakan tindak kriminal.

Keluarga mempunyai peran untuk membina seseorang di dalam sikap tindak
di lingkungan masyarakat. Norma-norma yang berlaku di Indonesia juga mengatur
antara siapa boleh melakukan perkawinan dengan siapa, lebih banyak kewaspadaan
ditujukan kepada siapa yang boleh melahirkan anak dari siapa yang boleh berkencan
dengan siapa. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam kehidupan
bermasyarakat.

Untuk mengatur supaya tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan
perkawinan di dalam masyarakat maka sangat diperlukan peraturan yang mempunyai
ketegasan untuk menegakkan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat di
Indonesia.

Aturan tata tertib terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai

kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata tertib




perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit,
sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan
perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga
menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa
Indonesia.’

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau
bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana itu berada serta
pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman,
kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Seperti
halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia, bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya
setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, Islam, Kristen,
Katolik, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat. Hal mana berakibat lain
padang lain belalang lain lubuk ikannya, lain masyarakat lain aturan perkawinannya.®

Tata tertib kaidah-kaidah yang berlaku di Indonesia dalam bentuk konkretnya
disebut hukum perkawinan atau istilah lain yang sama maksudnya yang telah berlaku
sejak dahulu sampai sekarang. Tata tertib kaidah-kaidah ini pula telah dirumuskan
dalam suatu Undang-Undang pokok perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun

1974. Hukum perkawinan ini berlaku bagi semua agama yang ada di Indonesia.

s . . o . . -
g }-ll)l‘!;wan Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat,PT.Cipta Aditya Bakti, Bandung , 1995. hal 7




Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk
melakukan perkawinan dengan orang tertentu, maka ada syarat materiil di dalam
perkawinan yang terdiri dari :

L. Larangan melakukan dengan seseorang yang hubungannya sangat

dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan ;

2. Larangan melakukan perkawinan dengan siapa orang tersebut

pernah melakukan perbuatan zina

3. Memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila

belum lewat waktu satu tahun ternyata dilara.ng.7

Syarat materiil yang relatif diatas sudah merupakan ketentuan yang harus
dipatuhi oleh semua Warga Negara Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun
warga negara asing yang tinggal di Indonesia, selama mereka masih tinggal di
Indonesia maka mereka harus mematuhi peraturan yang sudah ada.

Seiring perkembangan zaman tingkat penyimpangan yang terjadi di dalam
kehidupan bermasyarakat semakin meningkat. Bentuk penyimpangan yang terjadi di
antara nya adalah incest. Hubungan ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tanpa
disengaja. Perilaku Jncest yang disengaja adalah seorang saudara laki-laki dengan
sengaja melakukan hubungan badan dengan saudara perempuannya yang masih
mempunyai hubungan darah yang sangat dekat. Dalam hukum perkawinan, hukum

adat dan hukum agama mereka tidak boleh mengukuhkan perkawinan tersebut

menjadi suatu perkawinan yang sah.

? Sudarsono, Hukum Perkawinan nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 4



Beberapa daerah di Indonesia masih ada daerah yang masih terdapat sistem

perkawinan endogami, dimana seorang pria diharuskan mencari calon isteri dalam

lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang mencari keluar dari

lingkungan kerabat, dikarenakan mereka masih belum dapat menerima hadirnya

seseorang yang berasal dari luar anggota keluarga mereka, di masa lampau

nampaknya berlaku di daerah Toraja Sulawesi Tengah, atau kalangan kasta di Bali.’

Di bidang hukum perkawinan di Indonesia, inces! ditetapkan sebagai larangan

kawin dengan mengacu kepada hukum agama. Peraturan tersebut diatur dalam

Undang-undang Perkawinan No.1/1974 Pasal 8 yaitu yang mengatur tentang

perkawinan, antara lain :

1.

2.

berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara,
antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara
neneknya;

berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan
bibi / paman susuan;

berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari
isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,

dilarang kawit

8 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Op.Cit, hal. 10




Apabila incest terjadi dan sampai menghasilkan anak, maka kedudukan anak
tersebut akan menjadi permasalahan, karena status perkawinan orang tuanya tidak
dapat diakui sebagai perkawinan yang sah di Indonesia.

Masalah anak adalah masalah yang sangat dan perlu mendapatkan perhatian,
karena anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasibnya di
masa yang akan datang. Untuk itulah anak harus dibina dan dibimbing dan sekaligus
mendapatkan perlindungan dari orang tua.

Dalam Undang-Undang No.l1 Tahun 1974 pada Pasal 45 menyatakan bahwa
orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak hasil perkawinanya.
Peristiwa menyangkut anak banyak mendapatkan perhatian masyarakat. Karena tanpa
perhatian yang intensif anak bisa saja anak menjadi terlantar dan lari ke jalanan.
Selain itu bisa juga menjadi korban kejahatan.

Berbagai macam alasan yang membuat anak-anak menjadi terlantar. Ada anak
menjadi terlantar dikarenakan orang tua dari si anak bercerai sehingga si anak
bingung untuk mengikuti salah satu orang tuanya. Ada juga anak menjadi terlantar
dikarenakan memang orang tua dari si anak tidak mampu memberikan nafkah bagi
anak-anaknya. Atau contoh lain yang memang berasal dari si anak yaitu si anak itu
sendiri yang merasa bahwa ia tidak mau diperhatikan oleh si orang tua. Karena si
anak merasa sangat terkekang dengan perhatian yang diberikan oleh orang tuanya.
Sehingga si anak pergi dengan sendirinya dari rumahnya untuk mencari kebebasan.

Dari berbagai macam alasan diatas tidak demikian dengan permasalahan yang

dihadapi oleh anak hasil dari incest. Bisa saja orang tua dari si anak ingin




bertanggung jawab kepada anaknya tetapi karena hubungan tersebut adalah
merupakan larangan perkawinan dan dianggap tidak sah oleh hukum maupun oleh
agama. Masalah lain timbul pada saat anak tersebut sudah beranjak besar dan akan
memulai pendidikan, salah satu persyaratan pendidikan secara administrasi adalah
akta kelahiran. Sementara kedudukan anak tidak jelas akibat dari perkawinan orang
tuanya yang tidak sah baik secara hukum dan secara adat. Orang tua sebenamnya ingin
menafkahi si anak. Hal ini merupakan permasalahan bagi anak dan orang tua.
Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi yang
berkaitan dengan hal tersebut dengan judul :
INCEST SEBAGAI PERILAKU YANG MENYIMPANG DITINJAU DARI

UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974

B. Permasalahan J
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang
dibahas di dalam skripsi ini adalah :
1. Bagaimana kedudukan anak dari hasil hubungan incest tersebut menurut
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana tanggung jawab Bapak biologis terhadap anak dari hasil hubungan

incest tersebut menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan ?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak dari hasil perkawinan incest.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab Bapak biologis dari anak hasil hubungan
incest.

Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Dari aspek kepentingan akademis-teoritis,diharapkan memberikan sumbangan,
masukan, dan tambahan pengetahuan serta kemampuan dibidang hukum
keperdataan khususnya hukum perkawinan mengenai masalah incest.

2. Dari aspek kepentingan sosial-praktis, diharapkan bermanfaat sebagai acuan
atau masukan kepada orang yang sudah terlanjur melakukan incest mengetahui
kedudukan dari anak tersebut dan tanggung jawab bapak biologis kepada anak

yang dihasilkan dari hasil perkawinan agar nasib si anak tidak menjadi anak

terlantar.

D. Ruang Liﬁgkup

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis, maka ruang
lingkup penulisan skripsi ini adalah mengenai incest sebagai bentuk perilaku yang
menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat tetapi dibatasi dengan yang lebih
spesifik membahas tentang kedudukan anak dari hasil incest dan tanggung jawab dari
bapak yang membangkitkan anak dari hasil incest terhadap anak tersebut ditinjau dari

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan
Pendekatan permasalahan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan
pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan data penunjang. Pendekatan
yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, mengkaji, serta menelaah
Peraturan Perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan
permasalahang. Sedangkan data penunjang berupa informasi, keterangan serta

masukan yang diperoleh dari lapangan.

2. Sumber Data
Pengumpulan data dalam skripsi ini, penulis peroleh melalui :
a. Data Sekunder
Merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan
(Library Research). Data sekunder ini yang digunakan penulis dalam skripsi ini
dibedakan menjadi :
i. Bahan Hukum Primer
Adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang dipergunakan
penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

;A]Tirsuddin,H.Zainal Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta,2003
a . b . ]
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ii. Bahan Hukum Sekunder
Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini
adalah buku-buku tentang Hukum Perkawinan, Hukum Keluarga, serta buku-
buku lain yang dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

iii. Bahan Hukum Tersier
Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (Field Research).

Pengambilan data ini dilakukan melalui wawancara dengan tokoh-tokoh

masyarakat yang terkait sesuai dengan masalah yang diteiliti di dalam skripsi ini,

sebagai data pelengkap.

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi pustaka , dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan
dengan masalah yang akan diteliti.
b. Studi Lapangan (Field Research), dilakukan untuk mendapatkan data primer
dengan mengadakan pengumpulan data yang diperoleh langsung di lapangan
yaitu dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait

dengan masalah yang akan penulis bahas dalam hal ini adalah Kantor Dinas
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Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang, Dewan Pembinaan Adat

Istiadat Sumatera Selatan, Pengadilan Negeri Klas 1A kota Palembang.

4. Analisis Data
Secara kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek yuridis melalui metode yang bersifat
metode deskriptif analitis yang disusun secara sistematis dengan menguraikan
gambaran-gambaran dari data yang diperoleh serta menghubungkan satu sama lain

untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

5. Lokasi Penelitian
i. Penelitian Lapangan dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
kota Palembang dan Pengadilan Negeri klas IA kota Palembang.
ii. Penelitian Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya Inderalaya, Perpustakaan

Daerah kota Jambi.
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